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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Menimbang: a

L‘Aeng'mgat: 1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

bahwa barang milik daerah merupakan sidbh sau unsur penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,
sehingga pedu dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkan secara
optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi
daerah;

bahwa dalam rangka pengamanan barang milk daerah, perlu
dilakukaf penataan administrasi pengelolaan secara profesional;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor
6 Tahun 06 tentang Pengelolnan Barang Milik Negara/Daerah,
ketentuan mengenal pengelolaan Barang Milik Daerah diatur dalam
Peraturan Daerahy;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
hwruf g huruf b dan huruf ¢ perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Undang-undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok  Agraria {Lembaran Negara Republik [Indonesia
Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubik
Indonesia Nomor 2043);

Undang-undang Nomor 8§ Tabun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nemor 43
Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepepawaian (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041);

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 kntang Pembenty!
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik ndonesia Tak
Nomor 182, Tambahan ULembaran Negara Republik -
Nomor 4010);

4 Undany,
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahmn 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomeor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomar 4389);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Dagrah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara .Republik Indotesia Nomor 4437}
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Namor
12 Tatun 2008 tentang Perubohan Kedua atas. Undang-undang
Nomor 3R Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tatun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lerabaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4844}

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara FPemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Perguran  Pemerintalr  Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraan Perorangan [inas Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1967);

Paraturan Pemnerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 1994 Nomor 69,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namar 3573):

. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan

dan Pergalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah
Pusat kepada Pemerintah Dacrah dalam rangke pelaksanaan
Otonomi Daerah, {Lembaran Negara Republik Indnesia Tahun 2001
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4073y;

Pyraturan Pemerintah Nomor % Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpi nan dan Anggota. Dewan Perwakilan
Rakyat: Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 2004
Naomor 90, Tanbahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomwr
4416);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tertang Hibah Kepada

Daetah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer
159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nemor 4577);

I3, Peraturan Pemerintahi Nomor 79 Tahun 2005 itentang. Pedoman

Pembinaan. dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daegrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia- Nomer 4593;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun. 2006 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negtra/ Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tabun 2006 Nomor 20, Tambahan Leombaran Negara Republik
Indonesia, Nomor 4609);

15. Ceraburan., ... ...
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15. Peraturan Pemerintah Nemor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 200F Nomor &, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4737);

16, Keputusan Presiden Momor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara
Penjualan Rumah Negeri;
17. Keputusan Presiden Nomaor 8l Tahun 1982 tentang Perubahan atas
: Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan
! Penetapan Status Rumah Negeri;

18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan  Perundang-
undangary

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tuhun 2003 tentang Fedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinlah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah
beberapa kal terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor % Tahun
2007 tentang Perubahan Kel.ujuh atas Keputusan Presiden Nomor &)
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksannan Pengadaan Barang/fasa
Pemerintah;

20 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Caerah Kabupaten Serang
Tahun 2000 Nomor 478);

21. Peraturan Daerah Nomer 1 Talun 206 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah Kabupaten Semng (Lembaran Daerah Kabupaten
Serang Tahun 2005 Nomor 705);

22 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Kabupaten Serang
Tahun 2006 Nomor 736);

23, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah {Lembaran Daerah
Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 765).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUFPATI SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH
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BAB I
Pagall

Dalam Peraturan Daetah ini, yang dimaksud dengan:

1

10.
1L

14.

15

.

Pemerintah Pusat yang selanjutya discbut Pemerintah adalah Pemerintah
Republik Indonesia.

Dagrah adalah Daerah Kabupaten Serang,

Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan  oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwnkilan Rakyat Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati besertr Perangkat Daermbs sebagsh unsur
penyelenggara pemeri ntahan dacrah.

Bupati adalah Bupak Serang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daemb yang selanjuenya disébul DPRD adalsh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serarg,.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serang selaku
Koordinator Pengelola Bamng Milik Daemh.

Satuan Kerja Pengelola Barang Milik Daerah adalah Satuan Ketja Pengelala
Barang Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serang.

Satuan Kerja Perangkat Da¢rah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah Kabupaten Serang selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
Unit Kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
Barang Milik Daerah adalah semua batang mibk Pemerintaly Kabupaten Serang
yang, -dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah

Pengelols Barang adalah Pejabat yang berwenang dan  bertanggung  jawab
‘menetapkan kebjjakan dan pedoman serta melakukan pengelolann barang milik
daerah,

Pengelolaan Barapg Mikk Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan
terhadap bararyg milik daerah yang mefiputi perencanasn, penentuan, kebutuhan,
penganggaran, standarisasi bararg den  harga pengadaan, penyimpanan,
penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan,
perubahan status hukum/ penilaian serta: penataysahaannya.

Pengpuma Barang adalzsh Pefabat Pemegang Kewenangan Penggunaan Barang
Milik Daerah.

Kuasa. Pengguna Barang adalah Kepala Satuan Kerjs atay Pejabat yang ditunjuk.
oleh Pengguna Barang untuk menggunekon barang yang berada dalam
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Pengurus Bamng Milik Daerah adalsh Pegawai yang diserahi tugas untuk
mengurus Barang Mlik Daerah, menerima, menyimpan, mendisiribusikan dan
mengurus bamng dalam pemakaian.

- Rumah Daerah milik Kabu paten Setang adalah rumah yang dimiliki/ diluasai oleh

Pemerintah. Kabupaten Serang yang difempati oleh Pejabat tertentn atau Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Serang yang ditetapkan.

18. Standaris: 18l . .
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Standarisasi Hamga Barang adalsh Pembakyan Harga Barang menurut fenis,
spesifikasi dan kualitasnya,

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang
milik daerah untuk menghubungkan pengadaan yang telah lalu dengan keadaon
yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang aknn datang.
Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan. atau tindakan untuk merumuskan rincian
kebytuhan pada perencanasn sebagal pedoman dalam melaksarakan pemeruhan
kebutuhan dan atau pemeltharsan Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam
anggaran. ‘
Penganggaran adajab. keglatan atau tindakan untuk merwmuskan penentuan
kebutuhan bamng milik daesah dengan memperhatikon albokasi anggaran yang
tersedia,

22. Pengadaan adalah kegiatan urtuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang milk

daerah dan atau pemeliharaan barang mifk daerah.

23, Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan

24

29

30.

3

pengaturan barang persediasn di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya.
Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/ pengiriman barang dari gudang
atau tempat lain yang ditunjuk ke Satuan Kerja/ Unit Kera pernakai.

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang
milik daemh selalu dalam keadaan baik dan. siap untuk digunakan secara berdaya
Pengamanan adalah kegistan otau tindakan pengendafan dalam pengurusan
barang milik deerah dalam bentuk fisik administratif, pengasuransian dan
tindakan upaya hukum,

. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik dacrah dari daftar barang

dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yany berwenang untuk
membebaskan pengguna dan/atau kuasa pergguna barang dan/atau pengelola
barang dari tanggung jawab administrasi dan fisk atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

. Pemindahtanganan zdalah pengalihan kepemilikan barang milk daerah sebagai

tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual. dipertukark:in, dihjbahkan atau
disertakan sebagai penyertaan modal Pemerinah Kabupaten Serang.
Pepjualan adalah pengalihan kepemilikan barang mifik daerah kepada pihak lain
dergan menezima penggantian dalam bentuk uang,
Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang milk daerah yang
dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah dacrah, antar pemerintah
daereh,ataty antara pemerintah daemh dengan pihak lain, dengan menerima
penggantian dalam bentuk barang. sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
Hibah adalah pengafihan kepenilikan barang dari pemurintaby pusat kepada
pemerintah  dattah, dari pemerintah doerah kepada pemerintah pusat, antar
pemerintah daerah ateu dari pemerintah daemh kepada pihek kin tarpa
memperoleh pengganban.
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adatah pengalihan kepemdlikan barang
milk daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak Jipisahkan menjadi
kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebaga modal/saham daerah
pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan hukum
lainnya.

33 Penatausshaan............
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3. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yarg meliputi pombukuan, inventarisasi

dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku:.

34 Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan

38

573

41

pelaporan hasl pendataan barang milik daerah.

Penilaian adalah suatu proses kegistan penelition yang selektif didasarkan pada
data/fakta yang objektif dan relevan dengan menggunakan rmetode/ teknik tertentu
untuk memperoleh nilai barang milk daerah.

Daftar Barang Pengguna selanjutya disingkat DBP adalah daftar yang memuat
data barang yany digunakan oleh masing-masing pengguna barang,

. Daftar Barang Kuasa Pengguna, yang selanjutnya disingkat dengan DBKP, adalah

daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing kuasa
pengguna barang,

Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Dacralh yang dipergunakan
haniya untuk kepentingan dinas, terdiri ats kendaraan perorangan dinas,
kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan an kendaraan dinas
khusus/lapangan.

Kendaraan perorangan dinas disesuaikan dan dipergunakan unbuk Pejabat Negara.
Kendaman dinas operasional/kena’araan dinss jabatan dapat disediakan dan
dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran dan diperuntukkan bagi
Pimpinan DPRD dan Pejabat Esselon 11, Esselon I dan Essclon IV,

Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan disediakan dan dipergunakan
untuk  pelayanan opersional khusus/lapangan dan  pelayapan  umum,
diperuntukkan bagi pegawai yang menjalankan tugas-tupas khusus/lapangan serta
kendaraan antar jemput pegawai

42 Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik Jdaerah berupa tanah oleh

46.

47.

pihak lain dengan cara menditikan bangunan dan/ atau sarina berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak hin tersebut dalam jangka waktu tertentu
yang telah disepakati, untuk selanjulnya diserahkan kembali tanah beserta
bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakli rnya jangka waktu.

- Bangun Semh Guna alalah pemanfaatan bamng milik daerah berupa tanah oleh

pihak lain dengan cara mendirikan banguman dan/atau sarana beriket fasilitasnya,
dan setelah selesai pembangunannys diserahkan uniuk didayagunakan oleh pihak
hin tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati,

Sewa adalah pemanfaatan barang milk daerah oleh phak lin dajam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan vang turai.

. Pinm pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat

dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah dalam jangka waktu
tertentu tanpa mererima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada pengelela barang.

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak
lain dalam jangka waktu tertentu dalim rangka peningkatan penctimaan negara
bukan pajak/ pendapa tan daerah dan sumber pembiayaan kinnya,

Rumah Dinas adalah Rumah Milik atau yang dikelola oleh pemerintalt dacrah
terdiri aas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas dan rumah pegawai.
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BAB I
FEJABAT PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Pasal 2
Pengelolaan barang milik daeraf: dilaksanakan secara terpisah dari pengriolaan bararg
Femnerintah.
! Pasal 3
(1) Bupati mengatur pengelolaan barang miik daerah.

{(2) Pencatatan barang milk daerah dilakukan sesuai ketentuan pureturan perurulang-
undangan,

Pasal 4

(1) Bupati sebagai pemegang Kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang
dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolann bamng milik
daerat,

{?) Bupati selaku pemepgang kekuasaan pengelolasn barang milik deerah mempunyal
wewenang:
a  menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
b. menetapkan penggunasn, pemanlaatan, atau pe munddhtapganan  tanah dan

i

menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daeraly;
d. mengajukan wsul pemindahtanganan barang mikk dacrah yang memerlukan
persetujuan DPRD; :
e menyetujui usyl pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah
sepuai batas kewenangannya; dan
f. menyetujui wsyl pemanfaatan barang milik daerah selain fanah dan/atau
bangunan.
(3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengdofaan barang milik daerah sesui dengan
fungsinya dibantu oleh:
a Sekretaris Daeraly;
b Pembantu Pengelola Barang Milik Daetah adalah Kepala SKFKD;
¢ Kepala SKPD;
d Pemegang Barang/Bendaharawan Barang; dan
e Pengurus Barang.
{4) Sekretaris Daerah sebagai Pengelola Barang Milik Daerah.
{5) Sekretaris Daerah selaku Pengelok Barang Milk Daerah Dberwenang dan
bertanggung jawab:
a menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barary; milik daerah;
b meneliti dan menyetujul rencana kebutuhan barang mifik daeraky
<. menelii dan menyetujui rencaa kebutubian pemeliharaan /perawatan barang
mibk deerah;
d. mengatur pelaksanaan pemanfeatan, penghapusan, dan pemindahtanganan
barang milik daerah yang telah di setujui oleh Bupati atau DPRD;
e melakidcan koordinasi dalam  pelaksanaan  inventarisasi  barang milik
daerah; dan
f inelakukan pengawasan dan pengendalian atas Pengelolaan Barang Milik
Daenah.

) {6 Kepala..viinn
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{6) Kepala Safuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai Fembanty Pengelola
Barang (PPB) dan Pusat Informas Barang Miik Daerah (PIBMD) bertanggung
jewab mengkoordinir penyelenggaraan pengglolaan berang milic duerah yang ada
pada SKPD.

Kepa.la SKFD sebagai Pengguna Barang Milk Daessh, berwenang dan bertanggung
jawab atas pengelolaan barang mikk daerah di lingkungan SKPD masing-masing.
{8) Pengurus/ bendahara barang bertugas meneritna. menyimpan, dan mengeluarkan

serta mengurus pemakaian.
Pagal &

Pembantu. Pengelols Barang Milik Daeraly sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagal
Tim Anggaran Pemerintah Daerah penyusunan Rancangan APBD.

BAD T
PERENCANAAN DAN PENGADAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan Kebutuhanr dan Penganggaran
Posal 6

(1} Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah dibantu Unit Kerja terkait menyusun:
a standarisasi $axana dan prasarana ketjs Pemerintahan Daerah; dan
b. standarisesi harga

{2) Standarisasi sarana dan prasarana kera Pomerintahan Daerah  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati,

{3 Standarisas harga sebagaimana dimaksud poada ayat {1) huruf b ditetapkan dengan
Kepunisan Bupati.

Pamal 7

(%) Pengelola menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBD) dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milk Deerah (RKIFBD) yang disertai
denpan Renmna Kebutuhan Anggaran (RKA) yang dihimpun dari usulan SKPD
scbagai bahan prakiraan pengadaan bariung tahun berjalan.

(2) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Dgerali (RKBD) dan Rencana
Kebuhuhan Pemebhaman Batang Mifk Dacrah (RKP8D) sebagaimana dimaksud
pads ayat (1), berpedoman pada Standarisasi Kebutuhan/Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah dan Standarisasi Harga.

(3 Setelah APBD ditetapkan, Bupati menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daezah

(DKBD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Bareng Mifik Dacrah (DKFBD).

Pasal 8

Tata cara perencanaan penentuan kebutuhan dan  penganggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Bu pati.

£
I

Bagian Kedua
Pengadaan
Posa) 9

Pengadaan barang milk daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien,
efektif, ransparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif Jdan akuntabel.

Pasal 1C................
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Pasal 10
(1) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuni peraturan perundang
undangan yang berlaku,

{2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan
pemeliharaan kepada Pengelola dan/ atau SKPD.

{3 Pengguna batang menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan [asa.

Pasal 1}
(1) Dalam hal pengadaan barang yang bersifit umum dan  menganut azas
keseragaman, pengadaan barang/fjesa dapat dilaksanakan oleh Pengelola,

(2) Pengaturan Jebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengadaan melalui Panitia
Pengadaan Barang Millk Daemh dlatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 12
Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara:
L TPengadaan/ pernborongan pekerjaan;
2.Membuat sendiri (swakelola);
3 Penerimaan (hibah atau bantuan/ sumbangen atou kewajiban pihak ketige);
4 Tukar menukar (ruilslagh);
5 Guna susun,
Pagal 13
Hadl Pengadaan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 12 yang dibiayai dmi APED
dilaporkan oleh Kepala SKFD kepada Bupati melalui Pengelola dilengkapi dengan
DPokumen Pengadaan dan atau Dokumen Kepemilikan yang sah.

Pasal 14
{1) Setiap Tahur Anggaren, Pengelola membuat Daftar Hasil Pengadaan (OHP).

(9 Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
lampiran perhitungan APBD tahun ysng bersangkutan.

Pasal 15

(1) Penerimaan Bamng dan Jasa dan pemenuhan kewsjiban Pihak Ketiga kepada
Pemerintah Daerah berdasarkan perdanjian dan aau pelaksanaan dard Suatu
perizinan tertente wajb diserahkan kepada Bupati melalui Pengelola

(2) Penerimean Barang -dan Jasa dari Pihak Ketira yang merupakan sumbangan, hibah,
wakaf dan penyerﬂhan dari masyarakat atau pemerntah menjadi barang milk
daerah,

{3) Pengelola mencatat. memantad. dan aktif melakukan penagthan kewsijiban Pihak
Ketiga sebogaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

{4) Penerimaan dad Pthak Ketiga sebagatmana dimaksod pada ayat (1) don ayat {2)
dituangkan dalam Beria Acara Semh Terima (BAST) dan disertai dengan dokumen
kepemilikan/ perguasaan yang sah.

(5} Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dan ayat (2) dicatat dalam
‘Daftar Tnventaris.

{6) Tata..cceeeeceece

't
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(6) Tata camm pdaksanaan penerimasn barang dari Fihak Ketiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengen Peraturan Bupati.

Pasal 16

{1} Pemenuhan kewajiban sebegaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {1) termasuk
pemenuhan kewajiban yang harus dilaksanakan aleh plhak ke tiga/ pengembang
untuk menyetahkan fasiliay sosial/fasilitas umusm.

(9 Dalam hal pengembang tidak diketahui keberadasnnya, dibentuk panitia
pencatat/ penelitian terhadap aset fasilitas sosial/ fasilitas umum yang berada di
perurnahan tersebut.

(3) Hasil dari pencatatan/ penelitian sebagaimiona di maksud pada ayat (2 dituangkan
dalam Berla Acara pencamtan dan penelitian yang kemudian dicatat scbagai aset
mifik Pemerintah Daerah.

BAB IV
FENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Fasal 17
(1} Semua hasil pengadaan barang milik daerah yang bergerak diterima oleh Pengurus
Barang atau Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.
(¥ Pengurus. Barang atau Pejabat/ pegawai yang ditunjuk melakukan tugas pencatatan
Barang Mifik Daerah sesuai peraturan perundang-undanigan.

(3) Kepala SKPD selaku atasan langsung Pengurus Barang bertanggung jawab atas
terlaksananys tertib administrasi perbendeharaan barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2.

{4 Tata cara penerimaan dan penyimpanan barang milik daerah sebagaimana
i maksud pada ayat (1), ayat {2) dan ayat {3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Fasal 18

{1y Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan okh Kepala 3CPD atau Pejabat
yang ditunjuk, dan selanjutnys dJilaporkan kepada Bupeti melalui Pengelola.

(2 Pererimaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan
setelah -diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Millk Daeerah (PPBD),

(3 Penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan setelah
diperiksa instansj teknis yang berwenang, dergan membuat Berita Acara
Pemeriksaan.

(4) Panitia sebagaimana. dimaksid pada ayat (2} ditetapkan dengan Keputusan
Pengguna Barang.

Pasal 19
(1} Panitia Pemeriksa Barang Milk Deerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (2 bertugas memeriksa barang yang diserahkan sesud dengan persyaratan
yang tertera pads Surab Perintah Kerja (SPK) danfatau Kontrak/Perjanjian dan
dibuatkan Betita Acara Pemeriksaan (BAF).
(%) Berita Acam sebageimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagal salah sakbu
syarat tagihan. kepada Pengguna Anggaran.



Pasal 20
() Penyaluran bemng milik deerah ofeh Pengurus bamng dilaksanakan atas dasar
,  Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPE), dan unbuk barang-barang inventaris
«  disertai dengan Berkn Acara serah terima dari Atasan Langsung yang ditunjuk oleh

Pengguna Barang.

(2) Setiap tahun anggaran, Kepala Unit/Sotuon Kerp wajib melaporkan stock atay sisa
‘barang kepada Bupati melalui Pengelola.

BABV
PENGGUNAAN
Pasal 21
(1} Status penggunaan barang millk daerah ditetapkan oleh Bupati.
(2 Peretapan status penggunaan barang milik daerah scbagaimana dimaksud, pada
ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
a pengguna barang melaporkan barang mifk daerah yany ada dan yang diterima
SKPD? kepada Pengelola Barang disertaidengan usul penggunaan;
b. pengelola Barang menelii laporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan
dimaksud kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya; dan
¢ setiap barang Inventaris kendaraan operasional harus diberi tanda khusus.

Pasal 22
Barang milk datrah dapat ditetapkan onduk penyelenggaran tugas pokok don fungsi
SKPD, untuk dioperasikan oieh pihak lain dalam rangka menjajankan pelayanan
usvitem. sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 23

(1) Pengtapan status penggunasn tanall dan/atau bangunon dilakukan dengan
keterfuan bahwa tanah dan/atau  bangunan tersebut untuk kepentingan
penyelenggaraan tuges pokok dan fungsi penggumo barang dan/atau  kuasa
pengguna barang.

(D Pengguna barang dan/atau Kuasa Penggune Barang wajib menyerahkan tanah
dan/atay bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kepada Bupati melalui Pengelola Barang,

Pasal 24

{l) Pengguna Barang Millk Daerah yang tidak menyerahkan 1anah dan/ atau bangunan

yang tidak digunakan unfuk menyelenpgarakan tugas pokok dan fungsi instansi
bersangkutan kepada Bupati dikenakan sanks berupn  pembekuan dana

pemeliharaan dan/ atau bangunan di majksud.
(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesaal tugas pokok dan fungsd
SKPD dicabut penetapan status penggunaannya,
BAB VI
PEMANFAAT AN
. Bagian Kesalu
Pinjam Pakai
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Pasal 25

{1) Pinjam pakai bareng milik daerah dilksanakan antara Pemcrintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah.

{2) Jangka wektu pinjam pakai barang milk daersh paling lame 2 (dua) tahun dan
dapat diperpanjang.

{3) Pinjam. pakal dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya
memuat :
a pihakpihak yang terikat dalam pesjanfian;
b jenis, uas atau jumlah barang yang dipinjamkan,dan jangka waktu;
¢ tanggung jaweb peminjam atas blaya operasional don pemelibarsan selama

jargka waktu peminjaman; dan )

d persyaratan bin yang dianggap perlu.

Bagian Kedua
Penyewaan
Pasal 26

(1) Barang milik daerah, bak barang bergemk maupun barang tidak bergerak yany
belum dimanfeatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan kepada pihak ketiga
sepanjang menguntungkan Daerah,

{2 Barang milik dagrah yang disewakan tidak merubah status hukom.

(3) Penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai  peraturan
perundang.undangan.

{9) Jangka waldu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) talun dan dapat
diperpanjang.

{5) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewB-menyewa, yang
sekurang-kurangnya memuat

a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanj an;
b. jenis, 1nas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangkn waktu;
¢ janggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharoan selama
jangka wakhz penyewaan;
d. petsyaratan lan yang diangpap periu.
[(6) Barang milik daerah, bak bergerak maupun tidak bergerak dapat dipungut
I retrbusi atas pemanfaatan barang tersebut.

{7) Pemungutan retribusi sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

{8 Hasl penerimaan sewa dan retribusi disetor ke Kas Daerah,

Bagian Ketiga
Kerjasama Pemanfaatan
Pasal 27
Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksarakan dalam
rangka :
a mengoptimalkan daya guna dan hasil guna bamng miik daerah;
b meningkatkan penerimaan daerah.
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Pasal 28

(1) Kerjasama Pemanfaatan Batang Milik Deerah dilaksanakon dengan bentuk:

a

b

C.

ketjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan
yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada Bupati;

kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang mesih
digunakan cleh Pengguna Barang; :

kerjasama pemanfaatan atas barang milik doeral scliin @mnah dan/ atau
bangunan.

(2} Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagiaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Barang seteloh mendapat persetujuan
Bupati.

(3 Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daersh sebagaimana dimaksucl pada ayat
(1) baruf b dan huruf ¢ dilaksanakan olch Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Penpelola Barang.

Pasal 29

{1} Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan
sebagai berikut :

a

g

tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah urtuk memenuhi biaya operasional/ pemeliharasn/ perbaikan
yang diperlukan terhadap barang milik daerah dimaksud;

mitra  kerjpsama  pemanfaatan  ditetapkan  melalui tender dengan
roengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/ pemingt, kecuali untuk
Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan
langsung;

mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas
Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan h:isl Kerjasama Pemanfaatan:

besamn pembayaran kontribusi tctap dan  pembagian keuntungan hasil
Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk
oleh pejabat yang berwernang;

besamn pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan  hasil
Kerjasama Pemanfaatan harus mendapat persetujuan Pengelola Barang;

selama jangka waktu pengoperasian, mitra Kerjasama Pemanfaatan dilarang
menjaminkan stau menggadaikan barang wmilik dacrah yang menjadi obyek
Kerjasama Pemanfaatan,

jangka waktu Kerjasama Pemanfaatan paling lama 30 {tiga puluh) tahun sejak
perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang,

(2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan
tidak dapat dibebankan pada Anggaman Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD).

Bagian Keempat
Bangun Guna Serah Dan Bangun Serah Guna
Pasat 30

(1) Bangun Guna Serah dan Bangun Setah Guna Barang Milik Daerah dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikul:

a pemernntah.............
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a Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk  kepentingan
pelayanan umum dan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi;

b tarah dan atau bangunan milk Pemerintah Daerah yang telah diserahkan oleh
pengguna kepada Bupati;

¢ tidak tersedia dapa dalam APBD untuk penyediann bangunan dan fasilitas
dimajsud,

2) Bangun Guna Serah dan Bangun Sesh Guna Barang Milik Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat
petsetujuan Bupati

(3) Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna subagm[m.m dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh Pengelola Bamng dengan mengikutsertakan Pengguna Barang
i dan/atau Kiasa Pengguna Barang sesuai tugas polok dan fungsinya.

3

Pasal 3t

Penetapan status penggunaan barang milk daerah sebapai hasil dari pelaksanaan
Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

. Pasal 32

(1) Jangka waktu Bangun Guna Semh dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga
puluh) tahun sejek perjanjan ditandatangani.

(2) Penetapan mitra Bangun Guna Semh dan mitra Bangun Serah Guna dilaksanakan
melalui  tender dengan  mengikutsertakan  sckurang-kurangnya 5 {lima)
peserta/ perninat.

{3) Mitra Bangun Guna Serah dan mitra Bangun Serah Guna yang telah
ditetapkan,selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai
berikut :

a membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tabun,yang
besarannya ditetapkan berdasarkan: hasif pechitungan tim yang dibentuk oleh
Pejabat yang berwenang;

b tidak menjminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun
Guna Serah dan Bangun Serah Guna;

¢ memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

4 Dalam pngka waktu pengoperasian, sebagian barang mikk daerah hasil Bangun
Guna Semh dan Bangun Semh Guna harus dapat digunakan langsung untuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah.

{® Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna difaksanskan berdasarkan surat
perjanjian yang sekurang-kurangnya memuaat :

a pihakpihak yang terikat dalam perjanjian;

b obek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;

¢ jangka waktu Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
d hak dan kewaijban para pihak yang terikat dalam perjanjian;
e persyaratan lain yang dianggap perh:

{0) lzin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah dan Banygun Serah Guna hasus
diatasnamakan f’emerintah Daerah.

() Blaya kegiatan paniia, pengumuman, penilaian aset, kajian perencanaan dan
penyusunan perjanjian dapat dibebankan kepada APBD.
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.l(8) Biaya persiapan pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna tidak
dapet dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

Pasal 33
(1} Mitra Bangun Guna Semh Barang Mikk Daerah harus menyerahkan objek Bangun
Guna Semah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah
dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah.
{2) Bangun Serah Guna Barang Milik Dnerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:
a. mitra BangunSerah Guna harus menyerahkan objek Bangun Serah Guna kepada
Bupati segera setelah selesainya pembangunan;
b mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik dacrah tersebut
sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;
¢ seteiah jangka waltu pendayagunaan berakhir, objk Bangun Surah Guna
terlebih dahuly diaudit oleh aparat pengawasiin funpsional pemerintah sebehimn
penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

BAB Vii
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Pengamanan
Paeal 34

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/stau Kuasa Penpguna Barang wajb
melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
{2} Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, penginventarisasian
dan pelaporan bamng milk daersh serta penyimpanan dokumen kepemitikan
secam tertib;

b pengamanan fisik antara lain ditujukan untuk mencegah terjadinya penurunan
fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, sedangkan
pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan antara lain dilakukan dengan cara
pernagaran dan pemasangan tanda batas tanah, plang, dan untuk barang selain
tanah dan bangunan antara lin dilakukan dengan cara penyimpanan dan
pemeliharaan;

¢ pengamanan hukum antara lin meliputi  kegiatan melengkapi bukb status
kepemilikan.

Pasal 3B

(1) Barang milik daerah berupa tanah harns disertifikatkan atas nama Pernerintah
Daerah.

(2 Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti
kepernilikan atas nama Pemerintah Daerah.

(B] Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan
bukti kepemilikkan ates nama pemerintah daerah.
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Pasal 36
(1} Bukti kepemilikan barang milik daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.

(2} Penyimpanan bukdi kepemilikan barang milik daerah dilakukan oleh Pengelots
Barang.

Pasal 37

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesual kemampuan keuangan daerah dan
dilaksanakan sepuai kementuan perataran pemndang undanyan.

Pasal 38
Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap
a Barang milik daerah baik yang berada pada Instansi Femerintah maupun Pihak
Ketiga;
b Barang milik Fihak Ketiga yang dikuasal oleh Daerah yang diperlukan untuk
penyelenggaraan tugas pemerintahan,

Pasal ®

Barang milik daerah yang digumakan untuk melayani kepentingan umum dilarang
di gadaikan, dibebani hak tanggungan dan atau dlpmdahtnnbnnkan

Bagian Kedua
Pemeliharsan
I*asal 40
{1} Pengelola dan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguns Barang betanggung
jawab aas pemeliharaan barang milk daemh yang ada di bowah penguasaanmnya,
{2} Pereli haraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar
Kebutuhan Pemetiharaan Barang (DKPB). -

(3 Blaya pemeliharaan bamang milk daerah dibebanksin pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daecah (APBD}.

Pagal 41.

(1) Penggzuna  dan/atau Kuasa Fengguna Barang wajlb membuat daftar  hasil
pemeliharaan barang vang berada dalam kewenangannya dan melaporkan Daftar
Hesil Pemeliharaan Barang tersebut kepada Pengelola Basang secara berkala,

(2 Pengelola atau Pejabat yang ditunjuk meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada
ayat {) menyusun daftar hasll pemeliharaan barmang yang dilakukan dalam 1 (satu)
tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efisiensi

Pasal 42

Kepala Satuan Kerja Pengeiola Barang Mikk Daerah wajib melakukan koordinasi atas
pernliharaan barang milik daerah yang dilakukan oleh SKFD.

Pasal 43...eeen
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Pasal 43

P?Iaksanaan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
g[gai’kuukan oleh Kepala SKPD berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggatan (DPA)

Pasal 44

(1) Bararg bersejarah baik berupa bangunan dan atay bamng kinnya
2 yang merupakan
peninggalan budaya yang dimiiki oleh Pemerintah aerah maupun Pemerintah
atau masyarakat wajib dipelihara oleh Pemerintah Daerah.

(2) Pemeliharaan bamng bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

{3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah.

Iasal 45

Tata cam pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bapati.

BAB VIII
! PENILAIAN
Pasal 4

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca daerah,
pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik dacrah,

Pasal 47

Penetapan nildl barang milik deerah dalam rangka penyusunan neraca daerah
dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pernerintahan (SAP).

Pasal 48
(1) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pernindahtanganan dilakukan oleh Tim Internal yang ditetapkan
cieh Bupati, dan dapat melibatkan Penilai Independen bemertifikat di bidang
penilaian aset yang ditunjuk oleh Bupati.
(2) Penilaian barang milk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP.

(3 Hasit penilaian barang milik daersh sebagaimana dimaksud pada ayat ()
ditetapkan cleh Bupati

Pasal 49

(1) Penilaian barang milik deerah selain tanoh dan/atau bangunan dalam rangka
pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakakan oleh tin yang ditetapkan oleh
pengelola barang, dan dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan
pengelola barang '

{2) Penilaian............
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(@) Penisian barang milik daemh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.

{3 Hasil penilaian barang milk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
{2) ditetapkan oleh:
4. pengguna barang untuk barang milik negara;
b pengelola barang untuk barang milik daerah.

‘ BAB IX
PENGHAPUSAN
Pasal 5
(1) Setiap barang milk daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan
lagi/hilang/mati, tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, berlebih,
membahayakan keselamatan, keamanan dan lingkungan, terkena planologi kota
dan tidak efislen lagi dapat dibapus dari daftar inventaris.

(@) Penghapusan barang milk daerah sebagai_mané dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a penghapusan dari daftar barang Pengguna/ Kuasa Pengguna; dan
b penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

(3} Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3 huruf a dilakukan dalam

hal barang milik dacrah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengpguna
Barang/ Kuasa Pengguna Barang.
{4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal

milik deerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena
sebab-sebab lain.

Pasal 51
{1} Penghapusan sebagaimana dimaksed dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan
setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang atas usul Pengguna Barang,
(&) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b ditetapkan
dengan surat keputusan penghapusan dari Pengelols Barang setelah mendapat
persetujuan Bupati,

Pasal 52

(1} Penghapusan barang milik daeraby dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan
apabila bamang milik daerah dimaksud tidak dapat digunakan, tdak dapat
dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan atau alasan lain sesuai peraturan
perundang- an,

(2 Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan aleh Pengguna
Barang dengan keputusan dari Pengelola Barang atas nama Bupati.

(3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud  pada ayat (2) dituangkan
dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Bupati,
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BAE X
PEMINDAHTANGANAN
Pasal B

{1} Pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindak lanjut atas penghapusan
barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut;

a

b

pemindahtanganan tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan

Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD:

pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan atau banginan yang

tidak memerlukan persetujuan DPRD yaity :

- sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/ penataan kote;

- harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah
disedi akan dalam dokumen perganggaran;

- diperuntukkan bagi pegawai negeri;

- diperuntukkan begi kepentingan umum yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

- dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap dan/atan berdasarkan ketemtuan perundang-
undangan, yang jka status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara

omis. :

penundahtanganen  berang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang
bemilaj lebih dart Rp. 5.000.000.0H,00 (fma milyar rupish) ditetapkan dengan
Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

pemindahtanganan bamng milik daerah selain tanah dan  atau bangunan
yang bernilai sampai dengan Rp. 5,000.000.000,00 (ima milyar rupiah) dilakukan
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Bupati,

) Baang milk daerah yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan melalui:

noe

d

penjualan/ pelelangan;

ruilslag /ftukar menukar;

hibah;

penyertaan modal Pemerintah Daerah

3 Hasil pelelangan/ penjualan disetorkan sepenuhnya kepacda Kas Daerah,

(4) Tata cara penghapusan barang milk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
distur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu
Penjualan Kendaraan Dinas
Pasal54

I

(1) Kendaraan dinas yang dapat dijual terdiri dari kendaraan percrangan dinas dan
kendaraan dinas operasional.

(2) Kendaman dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1) terdiri dari
kendaraan dinas operasional jobatan dan  kendaraan dinag  operasional
khusus/lapangan.
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Pasal 55

(1) Kendarsan perorangan dines yang digunakan cleb Pejabat Negara yang berumur 5
(ins) talun atau lebih dapat d:]ual 1 {satu) unit kepada Pejabat yang bersangkutan
setelah masa jabatannya berakhir sesuai ketentuan. peraturan perundang-undangan,

2} Kesempatan untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} hanya
1 {satu) kali, kecual; memiliki tengpang waktu, 10 (sgpulub) tabun,

(3 Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas dinas di daerah, yang ditetapkan
dengan Keputusan Bu pati,

Pasal 56

(1} Kendaraan dinas operasional jabatan yang berumur 5 tahun atau Jebih karena rusak
dan atau tidak efisien lagi bagi keperfuan dinns. dapat dijual/dihapus kepada
Pegawal Negeri yang memenuhi mesa kera sekurang-kurangnya 10 (sepuduh)
talum dan Ketua serta Wakil Ketua DPRD.

(2 Pejabat/ pegawai yang akan memasuki masa pensiun dan  pejabat/ pegawai
pemegang kendarsan dan/atau pejabat/ pegawal yang lkbih sendor dan Ketua serta
‘Wakil Ketua DPRD yang telah mempunyai mssa baki 5 (Emé#) tahun mendapat
prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud poda ayat (1).

{(3) Kesempatan untuk membeli kendarsan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
1{satu) kali kecuali memilki tenggang waldu ¥ {sepulul) talun.

Pasal 57
Kendagaan dinas operasional khusus/lapangan yaryg telah bevunwr 1 (sepulub) tahun
ataw lebih karena mnwsak atau tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat
dijual/ dihapus.

: Pasal 58

i

(1) Pelaksanaan penjalan kendaraan perorangan dinas kepada Pejabat Negara
sebagai mana dimaksud dalam Pasal 54 dan pelelangan kendaraan dinas operasional
sebagaimana dimakstd dalam Pasal 55 dilaksanakan melalui pelelangan terbatas
yang ditetapkan dengan Peratuean Bupati.

(2) Penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilaksanakan
dengan melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas.

(3) Hasil penjualan/ pelelangan disator’ sepenuhnya ke Kas Daerah.

{4) Penghapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan Jdengan Keputusan Bupati setelah
harga penjualan/sewa.beli Kendaraan dimaksud dilunasi.

() Pelunasan hama penjualan kendaraan perorangan dinas dilaksanakan paling
lambat 5 (Jima) tahun

(6) Pelunasan harga pelelangan kendaraan dinas operasional dilaksanakan sekaligus.

Pasal 59
(1} Kendaraan perorangan dinas, kendarsan dinas operasional/kendaraan dinas
jabatan dan kendaraan operasional khusus/lapangan sclama belum dilunag,
kendaraan tersebut masin tetop milk Pemerintah Dacrah dan tidak hoeh
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) Selama kendaraan tersebut belun - Junasi dan masih dipergunakan untuk
kepentingan dinag biaya pedbaikan d: .\ pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.

(3 Bagi mereka yang tidak dapat mumenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sesuai dengan waki yang telah ditentukan dapat dicabut haknya
untuk membeli kendaraan dimaksud dan selanjutnya kendaraan tersebut tetap
milik Pemnerintah Daerah.

Bagian Kedua
Penjuzlan Rumah Dinas
Pasal 60
Bupali menetapkan penggunaan rumsh  milik  dacrah dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perubahan/penetapan status
rumah-rumah dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61

Penjualan rumah milik daerah memperhatikan penggolongan rumah dinas sesual
peraturan perundang-tndangan dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal &
() Rumah Daerah yang dapat dijual-belikan adalah:

a Rumah Daerah Golongan I yang telah diubah golongannya menjadi Rumah
Daerah Golongan III;

b Rumah Daersh Golongan [I yang telah berumur 10 {sepuluh) tahun atau
lebih dapat dijual/ disewa-belikan kepada Pegawai.

{2} Pegawai yang dapat meanbeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja
10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pemah membeli atau memperoleh rumah
dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah.

() Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghuni pemegang Surat izin
hunian ditetapkan oleh Bupati.
Peng (SIP) yang p pati
{4) Rumah dimaksud tidak dalam sengketa.

(5 Rumah Daerah yang dibangun di ates @nah yang tidak dikuasaj oleh Pemerintah
Daerah, maka untuk perolehan Hak Atas Tanah tersebut harus diproses tersendiri
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang beslaku.

Pasal 63

(1) Harga Rumah Daerah Golongan I beserta atau tfidak beserta tanahnya ditetapkan
oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh Panitia
yang dibentuk dengan Keputusan Bupali

{2) Pelaksanaan penjualan/sewa beli Rumah Daerah Golongan Il ditetapkan dengan
Keputusan Bupati. :

Pasal 64
(1) Pelunasan harga penjualan rumah dilaksanakan peling lambat 10 (sepulub) tahun,

(2} Hasl penjualan rumah Daerah Golongan Il miik Daerah disclorkan sepenuhnya ke
Kas Daerah.

{3)Pelepasanuusemn..



-24.

(3) Pelepasan hak aas tanah dan pe shapusan dari Daftar Inventaris ditetapkan
dengan Keputusan Bupati setelah b- g penjualan/sewa beli atas tanah dan atau
bangunannya dilunasi,

(@) Tata cra penjualan Rumah Daerah Golongan 1N selmg'\smm‘.a dimaksud dalam
Fasal 61 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tukar Menukar
Pasal 6
{1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
a untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerirtahin;
b untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
{2) Tukar menukar barang miik daerah dapat dilakukan dengan pihak
a pemeriniah pusat;
b. badan usaha milik daerah atau badan hukum milik pemerintah lainnya; dan
¢ swasta,

Pasal 66

{1) Tukar menukar barang tnilik daerah dapat berupa:

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepado Bupati;

b tanah dan/atau bangunan yang masth dipergunakan untuk penyelenggaraan
tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang
wilayah atau penataan kota: dan

¢ barang milik daerah selain tmah dan/atan bangunan.

{2} Penetapan bamng milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan
dipertukarkan sebagaimana diinaksud pada ayat {1} huruf a dilakukan cleh Bupati
sesuai dengan batas kewenangannya.

(3 Tukar menukar scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mends pat persetujuan Bupati.

{§) Tukar merukar sebagaimana diraksud pada ayat {1) huruf ¢ dilaksanakan oleh
pengguna bamng setelah mendapat persetujuan pengelola barmang,

Pasal &7

{1} Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 65 ayat (I)

huruf a dan haruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/ atau bangunan
kepada Bupati disertai alasan/ pertinbangan dan kelengkapan data;

b. Bupati menelii dan mengkaji alasan/ pertimbangan perlunya tukar menukar
tanah dan/ atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;

¢ apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat
memmpertimbangkan untuk menyetujui dan  menetapkan tanah  dan/ atau
bangunan yang akan dipertukarkan;

d tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses
persetujuan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2

< pengelola..............
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e pengelola barang nclaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada
persetajuan Bupati; dan

£ pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus

{2) Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1)
huruf ¢ dilaksanakan dengan ketentuan sebagal berikut:

a pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola bamng disertai
alasan/pertirmbangan, kelengkapan dath, dan hasl pengkajian tm  indern
instansi pengguna barang;

b pengelola batang meneliti dan mengkajfi alasan/ perimbangan tersebut dari
aspek teknis, ekonomis dan yuridi s;

< apabila memenuhi syarat sesuai peraturan ya.ng berlaku, pengelola barang dapat
mempertimbangkan urtuk menyetujui sesual batas. kewenangannys;

d. pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada
persetujuan pengelola barang; dan

e pelaksanaan gerah terima barang yang dilepas dan barang pengganti hans
dituangkan dalam berka acara semh terirna barang.

Bagian Keempat
Hibah
Pagal 68
{]) Hibah barang miik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan
sosial, keagamaan, kemanusiaan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
() Hibzh sebagaimana dimaksud pada ayat (1} harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut:
a  bukan mervpakan barang rahasia negara;
b bukan merupakan batang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan

c tdak digunakan lgi dalam penyelenggaraan tugns pokok dan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan daerah,

} Pasal 68
{1) Hibah barang milik daerah dapat berupa :
a’ tanch dan/atay bangunan yang telh diserahkan kepada Bupati;
b tanah dan/atay bangunan yang dari awsl pengadaannya direncanakan untuk
dihbahkan pesuai yang tercanfumn dalam dokumen penganggaran; dan:
' ¢ bararg milik daerah selain tanah dan/ atau bangunan.
(2) Penetapan bamng milk daerah berupa tansh danfatau bangunan yang akan

dihibahkan sebagaimana dimaksod pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati
sesugi batas kewenangannya.

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I} huruf a dan huruf b dilnksanakan oleh
pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

{4 Hibah scbagaimana dimakswd pada ayat (1) huruf ¢ dilaksanaskan cleh pengguna
bamng setelah mendapat. persetujuan. pengeioka barang,

Pasal 70 cisrser e
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Pasal 70

(1) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 67 ayat (T) huruf a
dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pengeloh barang ‘mengajukan wsu) hiboh tanah dan/atau bangunan kepada
Bupati diserfai dengan alasan/ pertimbangan, dan kelengkapan data;

b Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan  syarat
sebagaimana dimaksud dalam Phsal 6 ayat (2);

¢ apabila memenuls syarst sesuai peraturan perundang-undangan yang betlaku.
Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui
tanah dan/ atau bangunan yang akan dihibahkan;

d. proses persetujuan hibah dilak:sanakan dengan  ber pedoman pada ketentuan
Pasal 52 ayat (1);

e pengelola bamng melaksimakan hibah dengan beyrcdoman pada persetujnan
Bupati; dan

f  pelaksanaan serah terima barang yang dilubahkan harus dituangkan dalam
berita acara serah terima barang.

{2 Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1} huruf ¢
dilbksanakan dengan ketertuan sebagai berikut :

a pengguna barang mengajukan u$ul kepada pengelola  barang  disertal
alasan/ pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajan tim intern
instansi pengguna Wg

b. pengelole barang meneliti dan mengkeji berdasarkon pertimbangan dan. syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasa & ayat (2);

. apabila memenuhi syarat sesuni peraturan perundang-undangan yang berlaku,
pergelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui Sesuai batas
kewenangannya;

d. pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedomen pada persetujuan
pengelola barang: dan

e pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam
berita acara sersh terima barang,

Bagian Kelima
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Pasal 71
(1) Penyertaan modal milik daerah atas barang mikk daerah dilakukan Jalam rangka
pendirian, pengembangan, dan peningkotan kinedo. badan usaha milik daerah atau
badan hukwm lainnya yang dimiliki daerah,
(2 Penyertaan medal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditakukan dengan pertimbangan sebagai berikut;

2 barang milik daerah yang dari awal pengadoannya scsuai  dokumen
penganggaran diperuntukkan bagi badan useha milik doerah atau badan hukum
lainnya yang dimiliki dagrah dalam rangka penugasan pemerintah doerah; atau

b barang milik deerah lebih optimal apabila dikeloln olch badan usaha milik
daemh atau badan hukum lainnya yang dimilki daerah baik yang sudah ada
mavupun yang akan dibentuk.
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Pasal 2

(1) Penyertaan trodal pemerintah daerah atas barang milik daerah dapat berupa:

a tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepadn Bupati;

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaonnya direncanakan untuk
disertakan sebagai modal pemerintah daerah sesual yang tercantum dalam
dokumen penganggaran; dan

¢ barang milik daerah selain tanah dan/ atav bangunan.

(2) Penetapan bamng milik dagrah berupa tanah dan/ atau bangunan yang akan
disertakan sebagai modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Iruf a dilakukan cleh Bupati.

(3} Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (I} huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang
setelah mendapat persetujuan Bupati.

[ Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat () huruf ¢ dilaksanakan oleh pengguna barang setelah
mendapat persetujuan pengelola barang,

Pasal 73

(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) hurut a dan huruf b dilaksanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a pengelola barang mengajukan usul penyertaan modal pemerintah atas tanah
dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/ pertimbangan, dan
kelengkapan datey;

b Bupati menelii dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan  syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;

c apabila memenuhi syarat sesual peraturan yang Dberlaku, Bupati dapat
mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tansh dan/ atau
bangunan yang akan disertakan sebagai modal pemerintah;

d proses persetujuan penyertaan modal pemerintah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan Pasal B2 ayat (1);

e pengelola barang melaksanakan penyertaan modal pomerintah dacrah dengan
berpedoman pada persetujuan Bupati;

£ pengelola barang menyiapkan rancangan Peraturan Doerah tentang Penyertaan
Modal Pernerintah Daerah denpgan melibatkan instansi terkajt;

g pengelola barang menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD
untuk ditetapkan; dan

h. pengguna barang melakukan serah terima batang kepada badan usba milik
deerah atau badan hukum lasinnya milk daerah yang dituangkan dafam berita
acara semh terima bamng sctelah peraturan daerah ditetapkan,

{2} Penyertaan modal pemerintah daerah ates barang milk daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) taruf ¢ dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang  disertai
alasan/ pertimbangan, kelengkapan data, dan hadl pengkajian tim intern instansi
pengguna barang;

b pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertmbangan dan syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70;

¢ apabila.................
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c apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat
mempertimbangkan urtuk menyetujul sesuai batas kewenangannya;
d pengelola barang menyiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan
! Modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan mstansi terkait;

e pengelola barang menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada DFRD
uncuk ditetapkan; dan

f Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik
daerah atsu badan hulum lainnya milik deerah yang dituangkan dalam berita
acara serah terima barang setelah Peraturan Daerah ditetapkan

Bagian Keenam
Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan
Pasal ‘4

Pemnindahtangaran yang bertujuan untuk pengaliban atau penyerahan hak atas tarah
dan atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat(1) tata cara administrasi
pelepasan haknya diatur dengan Peraturan Bupati,

BAB XI
PENATAUSAHAAN
Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 75

(1) Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan
pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/ Daftar
Barang Kuass Pengguna (DBKP} menurut penggolongan dan Kodefikas Barang.

(2) Pengelola dan atau Pejabat yang ditunjuk menghimpun pencatatan barang milik
daerah dalam Daftar Barang Milik Daeah menurut penggolongan barang dan
kodefikasi barang.

(3} Penggolongan dan kodefikasi barang milik doerah sebag imana dimaksud pada
ayat () con ayat (2} ditetapkan sesual peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kedua
Inventarisasi
Pasal 7
(1) Pengpuna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah sekurang-
kurangmya sekali dalam 5 (lima) tahun

{2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (i}, barang mikk daerah yang berupa persediaan
dan konstruks] dalam pengerjaan, Pengpuna Barang molokukiin inventarisasi setiap
tahun

(3 Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (%) kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah selesainya i nventarisasi.
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Pasal 77

Hasil inventarisasi barang milik daerah yang dikuasai Pemerintah Daerah dihimpun
oleh Pengelola barang atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keliga
Pelaporan
Pasal B

(1} Pengguna/Kuasa Pengguna Barang menyusun laporan barang semesteran dan
tahunan.

(2 Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada Bupati melalui
Pengelola Barang,

(3) Pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {2} menjadi
Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

BAB XlI
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAIN
Pasal 7

(I} Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanasn pengelolan barang milik daerah
dilakukan oléh Bupati dailam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Satuan
Kerja/ Pengelola Kenangan Daerah Barang Milik Daerah, Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3 Pengawasan terhadap pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh Bupati.

{4} Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawas fungsional seSuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAD XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 80
1 (1) Dalam pelaksanaan tertib pengelolaan barang milik daerah, disediakan tunjangan
' tambahan penghasilan PNS yarg dibebankan pada APBD

(2) Pengelolaan barang milk daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan
daerah diberikan tunjangan tambahan penghasilan PNS kepada aparat Pengelola
Barang yang besarannya ditetapkan dengan Keputusan Bupat;,

(3) Dengan mermperhatikan kemampuan keuangan daerah kepada penyimpan barang,
pengurus bararg, dan kepala gudang dalam melaksanakan tugasnya diberikan
tunjangan tambahan penghasilan PNS yang besarannyn  ditetapkun dengan
Keputusan Bupati.

BABIXV...cocnnnn.



BAB X1V

TINTUTAN PERBENDAHARAAN
DAN TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG

Pasal 8L

{1) Penyimpan barang yang lalai melaksanakan kewajibannya dan mengakibatkan
kekurangan perbendzharaan dikenakan tuntutzn perbendaharaan;

{2) Pengurus barang yang lalai/ mengakibatkan kerugian dacrah dikenstkan tuntutan

(3 Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada seorang Penyimpan barang
atau Bendaharawan Bararg hlai membuat perhitungan, yang telah dberikan
teguran 3 (tiga) kali berturut-turut dalam 1 (satu) bulan dikenakan tuntutan
perbendaharaan biasa,

(4) Dalam hal Bendaharawan barang meninggal, melarikan diri atau berada ¢ bawah
pengampuan, lalai membuat perhitungan yang tefah diberikan teguran 3 (tiga) kali
berturut-turut dalam 1 (satu) bulan belum menyampaikan perhitungan dikenakan
tuntutan gank rugi barang milik daerah.

{5) Tuntutan perbendaharaan dan tuntuton ganti rugi dilaksiannkan sesuai peraturan
perundang-undangan.

BAB XV
SENGKETA BARANG MILIK DAERAH
i Pasal 8

(1) Penyelesaian terhadap barang milk daerh yang bersemgketa, dilakukan terlebih
dahulu dengan cara musyawarsh atau mufakat oleh Satuan Kerja/Unit Kerp
Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

2} Apabila penyelesaian sebagaimanz dimaksud pada ayat (1) tidak tercapal dapat
dilakukan melalui upaya hukum baik secara pidana maupun secara perdata.

{3) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengketa dialokasikan dalam APBD.

BARB XVI
SANKSI ADMINISTILAST
Pasal 83

(1} Pihak Ketiga atau masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya dan atau
my gar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanks berupa sanks
adrninistrasi, dan/ atau denda atau ganhi rugi.

{2) Pihak Ketiga atan masyarakat yang tidak melaksanakiin kewajibannya dikenakan
sanks ganti rugi dan/ atau pembatalan perjanjian.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 84

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ind, scpanjang mengenai  teknis
pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.



.29.

Pasal %
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah inj dengan penempatannya delam Lembaran Dacrah Kabupaten Serang.

Ditatapkan Ji Serang

pada tangpal 23 apri1 co0D

pada tan

BANDAR.W
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